Lampiran .2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : Q2 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN _
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAH DAERAH ANGGARAN REALISASI (%) REALISASI
2021 2021 2020

4 PENDAPATAN DAERAH 2.538.461.534.978,00 2.485.893.332.630,19 mﬂ& 2.431.332.258.820,89 |
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 210.592.445.386,00 234.891.264.050,19 111,54 179.883.067.925,86
4.1.1 Pajak Daerah 93.961.730.200,00 100.691.283.459,70 107,16 85.423.990.503,00
4.1.2 Retribusi Daerah 11.557.000.000,00 8.075.809.375,00 69,88 9.646.781.059,00
¥, 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.711.541.564,00 7.711.541.564,54 100,00 7.231.134.960,48
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 97.362.173.622,00 118.412.629.650,95 | - 121,62 77.581.161.403,38
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.109.658.989.652,00 2.091.657.159.232,00 99,15 2.086.403.282.682,33
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.974.658.989.652,00 1.987.454.150.583,00 100,65 1.970.721.003.774,00
4.2.1.1 Dana Perimbangan 1.651.364.764.652,00 1.664.299.043.383,00 100,78 1.625.918.929.774,00
4.,2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) 9.907.524.000,00 9.907.524.000,00 100,00 34.625.097.000,00
4.2.1.5 Dana Desa 313.386.701.000,00 313.247.583.200,00 99,96 o Schm.wd.ooobo
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 135.000.000.000,00 104.203.008.649,00 77,19 115.682.278.908,33
4.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 135.000.000.000,00 104.203.008.649,00 7719 | 115.682.278.908,33
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 218.210.099.940,00 159.344.909.348,00 73,02 165.045.908.212,70
4.3.1 Pendapatan Hibah 29.018.028.490,00 8.817.781.348,00 30,39 12.051.238.212,70
4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 189.192.071.450,00 150.527.128.000,00 79,56 152.994.670.000,00
5 BELANJA DAERAH 2.833.897.326.813,00 2.546.800.514.903,95 89,87 Mmmo.ﬁm.ufhpoo
5.1 BELANJA OPERASI 1.851.965.760.013,00 1.709.448.587.852,85 92,30 H.qﬂ.mi..md.m.\w_hm
L [ | Belanja Pegawai 1.232.872.697.588,00 1.182.712.688.859,00 95,93 1.179.969.542.945,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 536.702.907.099,00 451.814.621.700,70 84,18 444.002.558.337,78
5.1.4 Belanja Subsidi 147.600.000,00 141.600.000,00 95,93 0,00
b Tl Belanja Hibah 82.242.555.326,00 74.779.677.293,15 90,93 127.832.872.390,00
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 . 0,00
5.2 BELANJA MODAL 456.031.748.580,00 355.715.743.166,02 78,00 | = 215.187.156.758,22
521 Belanja Modal Tanah 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5242 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.261.437.881,00 59.812.652.966,20 71,84 48.621.694.404,00
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 33.196.012.965,00 29.532.011.364,76 88,96 mm.Hmw.muo.wAwLmL
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NO. URUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH ANGGARAN REALISASI (%) REALISASI
2021 2021 2020
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 335.874.262.734,00 265.962.869.887,06 79,19 109.551.116.514,07
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 700.035.000,00 408.208.948,00 58,31 884.715.497,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 59.000.000.000,00 15.693.913.480,08 26,60 37.695.401.411, 00
Sl Belanja Tidak Terduga 59.000.000.000,00 15.693.913.480,08 26,60 37.695.401.411,00
5.4 BELANJA TRANSFER 466.899.818.220,00 465.942.270.405,00 99,79 465.288.862.578,00
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 10.551.873.020,00 9,734.373.020,00 92,25 7.766.649.980,00
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 456,347.945.200,00 456.207.897.385,00 99,97 457.522.212.598,00
SURPLUS / (DEFISIT) (295.435.791.835,00) (60.907.182.273,76) 2062 | (38.644.135.599,11)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 303.670.970.014,00 257.110.970.014,44 84,67 200.010.842.976,16
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 148.470.970.014,00 148.470.970.014,44 100,00 200.010.842.976,16
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 155.200.000.000,00 108.640.000.000,00 70,00 0,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.235.178.179,00 4.721.346.711,00 57,33 12.895.737.362,61
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 100,00 9.444.031.942,61
6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 4.735.178.179,00 1.221.346.711,00 25,79 3.451.705.420,00
R |
PEMBIAYAAN NETTO 295.435.791.835,00 252.389.623.303,44 85,43 187.115.105.613,55
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 191.482.441.029,68 0,00 148.470.970.014,44
.\.
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Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

a.

NOMOR (. TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten — kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
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19.

20.

21

24.

25.

26.

27,

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

_Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

_Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Keuangan Daerah;

34, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 34);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);

37 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05
Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
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Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 45);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 06 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 09);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10)
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun

2020 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 46);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 02) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015
Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 02);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
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45.

46.

47.

49.

50.

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05
Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2021;

. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun

2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 50);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2020 Nomor 1135




Menetapkan :

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA Rp2.485.893.332.630,19
b. Belanja dan Transfer Rp2.546.800.514.903,95
c. Surplus / Defisit (Rp 60.907.182.273,76)
d. Pembiayaan :
1.Penerimaan Rp 257.110.970.014,44
2. Pengeluaran Rp 4.721.346.711,00
Pembiayaan Netto Rp 252.389.623.303,44
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Rp 191.482.441.029,68
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:
1. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan

sejumlan. . .ocorniiiiinerensereinieene e o
Rp52.568.202.347,81 dengan rincian sebagai berikut :
Rp2.538.461.534.978,00




b. Realisasi ........cocsssassssonsansoss Rp2.485.893.332.630,19

Selisih (lebih/kurang).......... Rp 52.568.202.347,81
Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer
sefutalal o oo Rp287.096.811.909,05 dengan rincian
sebagai berikut :

a. ANggaran ......cceeseierssesieesene Rp2.833.897.326.813,00
b. RealiSasi ...ccccevvviverncirennnnaaies Rp2.546.800.514.903,95
Selisih (lebih/kurang) ..... Rp 287.096.811.909,05

Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan
S TLb Y6411 1 + WO RO IS ML,

Rp46.559.999.999,56 dengan rincian sebagai berikut :

a. ANGZATAN ...ccverriirrnsiennsssosseees Rp303.670.970.014,00
b. RealiSasl caiuvinrassnssvig Rp257.110.970.014.,44
Selisih (lebih/kurang) .......... Rp 46.559.999.999,56

Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan
oL 21 - .+ R SERRSILEEIIIELLE

Rp3.513.831.468,00 dengan rincian sebagai berikut :

A, ATIZEATAN ssusnervsnssnvarsnsrrarsnns Rp8.235.178.179,00
b REAlISHEL. .o vounshmmmmnssnnntoss Rp4.721.346.711,00
Selisih (lebih/kurang) .......... Rp3.513.831.468,00

Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp43.046.168.531,56 dengan rincian sebagai berikut :

. ANZEATAN ...cveevsseeseasssseososass Rp295.435.791.835,00
b: REalGaSsI ....vnnommmnasnansvunes Rp252.389.623.303,44
Selisih (lebih/kurang) ......... Rp 43.046.168.531,56

Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran sejumlah Rp191.482.441.029,68 dengan rincian
sebagai berikut :

a. ANGPALAT ..iiveviienissnsssossrannnss Rp. 0,00

b.. Reali8as) ..cuumrmnppees Rp191.482.441.029,68

Selisih (lebih/kurang) ......... Rp191.482.441.029,68
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.

- 0 a0 T

Saldo Anggaran Lebih Rp148.470.970.014,44
AN ,oovnnsnonipinssininssaveisbiny

Penggunaan SAL ........... Rp148.470.970.014,44
Jumlah @+ B ccwerssporonsrs Rp296.941.940.028,88
SILPA Tahun Berjalan ... Rp191.482.441.029,68
Jumlah ¢+ d cesisvessss Rp488.424.381.058,56
Koreksi Kesalahan Rp 0,00
Pembukuan Tahun

Sebelumnya ....coevevvnsnnnns

Latn—Lain e Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Rp488.424.381.058,56

Akhir (e + f+g) cooeerninnnnn




Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per
31 Desember 2021 sebagai berikut :

8, Jumlah Assl .uesmmvannsavssn Rp3.939.857.062.930,29
b. Jumlah Kewajiban ...........c........ Rp 199.432.345.363,35
c. Jumlah Ekuitas ...cccovevvvenininnnnn. Rp3.740.424.717.566,94

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas = Rp3.939.857.062.930,29

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO ............ Rp2.295.161.002.451,03

b; Bebaft =L .cneoviinsness Rp2.197.742.729.639.47

c. Suplus/Defisit dari Kegiatan Rp 97.418.272.811,56
Operasional

d. Pos Luar Biasa Rp 15.693.913.480,08

e. Surplus/Defisit LO Rp 81.724.359.331,48

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun 2021 yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1
Januari 2021 .....coevevenens

b. Arus kas dari aktifitas
OPETASE uesassmsmessimui

c. Arus kas dari aktifitas
INVESLASI vevvrerrrereananacacanes Rp (359.207.697.156,02)

d. Arus 1«':as dari aktifitas Rp 107.418.653.289,00
pembiayaan.......cccceeeeeeeians

Rp 149.245.402.888,24

Rp 294.800.514.882,26

e. Arus kas dari aktifitas
transitorisS  ....oeeveeeeceenenns

f. Saldo Akhir Kas per 31
Desember 2021................

Rp (279.212.624,80)

Rp 191.977.661.278,68

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal .....cocieeeinnennn Rp3.182.319.653.920,60
b. Surplus/Defisit-LO............. Rp 81.724.359.331,48
c. Dampak Komulatif Rp 476.380.704.314,86
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
MendasSar.....coceeeranerersasaeses
d. Koreksi Nilai Persediaan ..... Rp 0,00
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 439.091.544.000,00
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f,

g. Ekuitas Akhir

Lain — Lain ........

---------------

...................

Rp 37.289.160.314.86

Rp3.740.424.717.566,94

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

tercantum dalam lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :

a.

=

o a0

o

e

Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri

atas;

Ringkasan LRA menurut
pemerintahan daerah dan organisasi;

urusan

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan operasional;
LPE;

: Neraca;
: Laporan Arus Kas;

+ Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
. Daftar Dana Cadangan Daerah;
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q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun anggaran 2021 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. Lampiran XX . Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas :

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah.

Pasal 11
Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah

gkan di Gunung Sugih
Bl 05 Agustuy 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG: 02/1308/LTG/2022

12




